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PENGERTIAN DAN  
RUANG LINGKUP PUBLIK 

 

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M. 
Universitas Telkom 

 

A. PENDAHULUAN 
Kata kebijakan berasal dari bentuk kata dasar bijak yang mendapat 

imbuhan gabung ke-…-an. Kata “kebijakan” mengandung makna garis 
haluan (policy). Garis haluan, mengandung makna (1) rangkaian konsep dan 
asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan 
atau organisasi). (2) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud 
untuk manajemen dalam usaha mencari sasaran. Kebijakan adalah suatu 
ketentuan dari tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan.  

Misal:  

• Kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk menghadapi masa pandemic 
Corona (Covid 19).  

• Kemendikbud sedang menyusun konsep kebijakan standar pendidikan 
nasional era pandemik Covid 19. 

 
Sementara itu, kata kebijaksanaan berasal dari kata bijaksana 

mendapat imbuhan gabung ke-..-an. Kata “kebijaksanaan” berarti  
“kepandaian menggunakan akal budi (wisdom).” Kebijaksanaan adalah 



 

24 | Kebijakan Publik 

TUGAS DAN EVALUASI 
Terdiri dari 5 (Lima) buah pertanyaan yang bersifat tekstual ataupun 

konstektual analisis berikut: 
1. Jelaskan perbedaan dan persamaan kebijakan dengan kebijaksanaan 

dan  beri contohnya? 
2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan dan berikan contohnya? 
3. Jelaskan yang dimaksud kebijakan dan kebijakan publik? 
4. Jelaskan tujuan kebijakan publik? 
5. Jelaskan ruang lingkup kebijakan publik? 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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EVOLUSI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK 
 

Ir. Hartoto, M.Si. 
STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang 

 

A. PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian kebijakan publik, 

termasuk secara khusus dikupas pengertian evolusi yang sering digunakan 
dalam perkembangan terkait dengan studi kebijakan publik. Kemudian 
dijelaskan tentang perbedaan evolusi dengan adaptasi. Dalam evolusi studi 
kebijakan publik pada bagian akhir diuraikan perkembangan studi kebijakan 
publik, serta adanya daftar pertanyaan untuk mengetahui tingkat 
pemahaman peserta didik terhadap materi perkembangan studi kebijakan 
publik.   

 

B. PENGERTIAN EVOLUSI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK 
Pengertian evolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

evolusi merupakan perubahan pertumbuhan atau perkembangan secara 
bertahap. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, evaluasi merupakan 
proses secara bertahap dan berubah menjadi bentuk lain yang lebih baik.  

Pengertian adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dengan cara 
menyesuaikan situasi yang berkembang agar dapat bertahan dengan 
adanya perubahan-perubahan yang terus terjadi. Sedangkan menurut 
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Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Maulana Yusuf Banten 
 

A. PENDAHULUAN   

Sebuah ilmu mengenai kebijakan public merupakan ilmu yang paling 
cepat perkembangannya dalam ilmu sosial selama beberapa decade 
terakhir ini. Analisis kebijakan muncul untuk mengerti proses pembuatan 
kebijakan dengan lebih baik dan untuk membantu para pembuat dan 
pengambil keputusan dengan keandalannya mengenai pengetahuan yang 
relevan dengan kebijakan tentang masalah-masalah dari berbagai aspek 
yang mendesak.  

Tidak ada kesepakatan yang dapat ditemukan tentang definisi yang 
tepat dari kebijakan publik. Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai 
kerangka kerja keseluruhan di mana tindakan pemerintah dilakukan untuk 
mencapai tujuan publik, dengan definisi kebijakan publik yang berfungsi 
dengan baik, untuk tujuan kita, menjadi studi tentang keputusan dan 
tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah yang 
menjadi perhatian publik. Kebijakan adalah tindakan bertujuan yang 
dirancang untuk menanggapi masalah yang dirasakan. Kebijakan publik 

BI
Line

BI
Line

BI
Line

BI
Line

BI
Line

BI
Line

BI
Line

BI
Line



 

Pendekatan Dalam Kebijakan Publik (Menurut Para Tokoh) | 57 

DAFTAR PUSTAKA  

Cochran, Charles L. and Malone, Eloise F. (2014). Public Policy Perspetives 
and Choice.Boulder.CO. Lynne Rienner Publisher. 

A., Etzioni. 1967. Mixed Scnning: a ‘Third Approach’ to Decision 
Making. Public Health Administrative Review. 
A.F., Jorm et.al. 1992. Effectiveness of Complementary and Self-help 
Treatments for Depression. Medical Journal of Australia. 

Anderson, James E. 1970. Public Policy Making. New York: Reinhart 
and Wiston. 

Dolbeare, Kenneth M. (ed.). 1975. Public Policy Evaluation. Sage 
Year: Books in Politics and Public Policy. 
Dun, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. 
Gadjah Mada University Press. 

Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPIPUSLIT 
KP2W LEMLIT UNPAD. 
Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raya 
Grafindo Persada 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 
 

Sriyani, S.E., M.Akt. 
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 
 
A. PENDAHULUAN 

Proses Kebijakan Publik merupakan rangkaian tindakan atau 
pembuatan sebuah kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan Publik  
dimulai dari menganalisis permasalahan, meneliti sebab-akibat dari 
permasalahan tersebut, kemudian Menyusun kebijakan untuk 
menyelesaikan permasalahan publik yang sedang terjadi, kemudian melihat 
kinerja dari kebijakan tersebut sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan 
yang sudah disusun. Pengetahuan terkait proses kebijakan harus dimiliki 
pengambil kebijakan dan masyarakat yang merupakan pengguna kebijakan 
tersebut. Hal ini dapat mengurangi asimetri informasi antara pembuat dan 
pengguna kebijakan, untuk menghindari hal tersebut pada bab ini akan 
dijelaskan terkait dengan proses kebijakan publik. 

 
B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK  

Kebijakan Publik merupakan hasil dari sebuah penyelenggaraan 
pemerintahan. Dalam proses pemerintahan, pembuatan kebijakan 
merupakan salah satu kewajiban. Dalam pembuatan kebijakan tentunya 
melibatkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.  Ketika kita berbicara 
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A. PENDAHULUAN 
Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses 

kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya 
berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai 
tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi juga merupakan salah satu bentuk 
penilaian terhadap suatu permasalahan yang mana umumnya hal ini 
dilakukan untuk menilai baik buruknya permasalahan tersebut. Evaluasi 
yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik , 
umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik 
tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan terbaik seperti 
dimaksud di atas harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, 
diperkuat oleh fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris 
di alam dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan 
menggunakan metode yang ketat. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur 
proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah 
implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik 
yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan 
diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara 
normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; 
atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. 
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A. PENDAHULUAN 
Istilah administrasi publik banyak disampaikan oleh para ahli, salah 

satunya adalah Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik 
merupakan proses tentang tata laksana sumber daya dan personel publik 
yang telah dikoordinasikan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengelola 
keputusan-keputusan dalam sebuah kebijakan publik (Chandler et al., 1988). 
Eyestone dalam bukunya The Threads of Public Policy mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan 
lingkungan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini adalah masyarakat. Proses 
kebijakan publik merupakan hasil dari seluruh aktivitas sosial masyarakat 
yang sangat dinamis, diawali dengan proses perumusan kebijakan dengan 
tahap identifikasi masalah, rumusan tujuan, identifikasi alternatif kebijakan, 
peramalan sebab akibat dari kebijakan, dan diakhiri dengan memilih 
alternatif terbaik yang akan diimplementasikan oleh pemerintah kepada 
masyarakat (Mahardhani, 2018). Seluruh bagian tersebut merupakan suatu 
aktivitas berantai dan sistemik yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan 
lingkungan masyarakat yang cepat berubah. Kecepatan perubahan dan 
dinamika sosial masyarakat selalu dengan cepat juga akan direspon oleh 
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A. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat 

kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional. UNDP 
(United Nation Development Programme) telah menetapkan standar 
pengukuran pembangunan sebagai refleksi pertumbuhan ekonomi yaitu 
dari sumber daya manusia yang dituangkan ke dalam Human Development 
Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Lumbantoruan & 
Hidayat, 2014).  

Pertumbuhan ekonomi sangat erat akan angka pertumbuhan ekonomi, 
dimana setiap masing-masing penduduk harus menjadi input yang baik bagi 
perekonomian dengan cara menjadi sumberdaya manusia yang produktif, 
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A. PENGERTIAN DATA DAN INFORMASI 
Informasi yang berkualitas merupakan inti persoalan manajemen yang 

sukses. Hawks (1998:131), menyebutkan “the essence of good 
management is good information”. Pengelolaan data dan informasi menjadi 
sangat penting, terutama dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut 
Amsyah (2001:83), data adalah kata jamak sementara kata tunggalnya 
adalah datum. Datum berasal dari bahasa latin yang berarti fakta, 
kenyataan, kejadian atau peristiwa. Pengertian data dapat disimpulkan 
menjadi suatu kebenaran, karena itu ciri atau karakteristik utama data 
adalah benar. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi dua, 
internal dan eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam 
organisasi itu sendiri serta perangkatnya. Sementara data eksternal adalah 
data yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar organisasi. 
Berdasarkan isinya maka data internal maupun eksternal dapat di 
kelompoKkan menjadi empat yaitu : data kegiatan, data hasil penelitian, 
data lingkungan, dan data peraturan. Data kegiatan terdiri data kegiatan 
pokok (substantif) dan kegiatan penunjang (fasilitatif). Data, menurut 
Teskey (1989) dalam Pendit (1992:80) adalah hasil observasi langsung 
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A. PENDAHULUAN  
Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata 

uang yang tidak bisa dipisahkan. Memahami makna ini dapat ditinjau dari 
sisi definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik adalah 
“A course of government action (or inaction) taken in response to social 
problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be 
unacceptable and therefore requiring intervention” (Riant Nugroho, 2013:3). 
Sedangkan definisi hukum menurut Prof. Dr. Van Kan adalah “keseluruhan 
peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan 
manusia dalam masyarakat” (Muchsin dan Fadillah Putra, 2002:17). 

Permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud 
nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik 
berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah namun untuk 
mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen 
guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan 
bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari 
berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat 
dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk 
melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial 
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MENGENAI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
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Indri Arrafi Juliannisa, S.E.,M.E.1 
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A. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat semakin 

terbukanya akses remaja dalam mendapatkan berbagai informasi tak 
terkecuali yaitu konten pornografi, pacaran, dan budaya pergaulan yang 
lebih bebas. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan pergeseran 
sikap pada remaja termasuk terkait pengalaman seksual. Umur pertama kali 
berhubungan seksual, erat dengan status kesehatan reproduksi seseorang. 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 melaporkan remaja 
17 tahun merupakan  umur tertinggi baik wanita maupun pria (19%) yang 
melakukan hubungan seksual pertama kali. Persentase umur pertama 
berhubungan seksual pada wanita dan pria meningkat dari 59 persen hasil 
SDKI 2012 menjadi 74 persen pada SDKI 2017. Hal ini juga terjadi pergeseran 
pada hasil survei umur yang pada SDKI 2012 menunjukkan umur 18-19, 
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KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI 
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A. PENDAHULUAN 

Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, 
kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. 
Kebijakan publik dibuat adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang 
muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan 
ketentuan yang berlaku di dalamnya. 

Kebijakan publik adalah. keputusan-keputusan yang dilakukan oleh 
seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik 
bersifat formal maupun informal. Sementara Dye (1982) berpendapat 
bahwa policy is whatever governements choose to do or not to do. Artinya 
bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah 
kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak 
melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan 
publik. Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam 
aspek-aspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, 
maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan 
berdasarkan kepentingan kepada publik.  
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A. PENDAHULUAN 
Sebagai salah satu faktor pendukung utama yang menjadi urat nadi 

pengembangan suatu wilayah, transportasi berperan penting terhadap 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kebutuhan 
perpindahan orang dan distribusi barang yang cepat secara waktu tempuh 
serta efisien terhadap pemakaian bahan bakar dapat terpenuhi apabila 
sarana serta prasarana transportasi yang ada, dalam kondisi baik serta 
terawat. 

Suatu wilayah dapat dikatakan berkembang apabila memiliki akses 
yang terkoneksi dengan baik terhadap seluruh wilayah di sekitarnya, 
termasuk konektivitas dari sisi udara, laut , darat maupun sungai. Untuk 
meningkatkan konektivitas pada masing-masing aspek tersebut maka 
dibutuhkan regulasi yang mengatur terkait penggunaan serta pemanfaatan 
sarana maupun prasarana yang ada. Regulasi ini kemudian dituangkan 
sebagai kumpulan kebijakan publik agar masyarakat dapat ikut berperan 
serta bukan hanya sebagai pengguna dan pelaku transportasi tetapi juga 
memiliki tanggung jawab untuk menjaga sarana maupun prasarana 
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DIGITAL DAN KEAMANAN SIBER  

NASIONAL ABAD 21 
 
Fajar Setyaning Dwi Putra, S.Pd., M.Pd 
Universitas Insan Cendekia Mandiri 
 
A. PENDAHULUAN    

Studi ini merupakan hasil kajian berbagai literatur dan pengamatan 
pada dunia siber dewasa ini yang mana kita sadari bersama bahwasanya 
telah terjadi transformasi digital yang begitu masif pada sendi-sendi 
kehidupan warga negara modern atau dikenal dengan istilah 
kewarganegaraan digital . Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga 
terciptanya sebuah budaya digital (digital culture) yang mengakibatkan 
disrupsi di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang 
keamanan. Bidang keamanan menjadi begitu sangat strategis karena 
bidang ini merupakan salah satu indikator untuk mencapai stabilitas 
nasional. Stabilitas nasional adalah keadaan tenang suatu negara dari 
gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan yang bersifat politis, ideologis, 
sosial, ekonomi dan lain sebagainya sehingga situasi menjadi kondusif 
dalam mendukung jalannya pembangunan nasional. Sebagai kondisi yang 
bersifat dinamis, maka aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 



 

Keamanan Siber Nasional Abad 21 | 241 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Akamai Research .2012. The State of the Internet: 2nd Quarter. 
Arianto, Adi Rio. 2016. “Keamanan Siber Menuju Perang Geometri 

Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era 
Horizontal Abad 21″. Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu 
Hubungan Internasional Indonesia VII (VENNAS AIHII VII). 

Darrel C. Mente. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Space. 
Michigan Telecommunication and Technology Law Review Vol 4 Issue 
1.  

Fadel, C., & Trilling, B. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our 
Times. San Francisco: Jossey-Bass 

Tabroni, Roni. (2012). Komunikasi Politik Pada Era Multimedia. Bandung. 
Simbiosa Rekatama Media 

Tilaar (1998) Paradigma Baru Pendidikan Nasional . Jakarta. Rineka Cipta 
 

  



 

242 | Kebijakan Publik 

 

 

A 

Appraisal : Taksiran nilai properti 

Asesmen (assessment) : upaya untuk mendapatkan data/informasi dari 
proses dan hasil pembelajaran

 

B 

Birokrasi : sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah 
karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. 

BALEG : Badan Legislatif 

BPOM : Badan Pengawas Obat & Makanan

 

C 

COVID : Corona Virusdeases 

CPOB : Cara Pembuatan Obat yang Baik

 

D 

Direct Costs : Biaya-biaya yang mudah ditelusuri 

Dualitas Nilai : Nilai-nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang 
merefleksiakan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar 
tujuan dan sasaran. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam 
analisis kebijakan. 

GLOSARIUM 
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DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

 

E 

Efektivitas: tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai 
atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. 

Evaluator: kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; 

Ex Ante: Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil 
atau untuk masa datang  

Ex Post: deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari 
masa lalu   

EUA : Emergency Use Authorization 

Emisi : Sisa Pembakaran pada kendaraan bermotor yang terdiri dari 
berbagai zat berbahaya yang dikeluarkan dari knalpot. 

 

F 

Formative Evaluation: digunakan ketika suatu produk atau program 
tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali 
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan 

FFUP : Fakultas Farmasi Universitas Pancasila 

FOIA : Freedom of Information Act

 

G 

 

H 
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HSE : Health Safety Environment

 

I 

Implementasi: praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan 
apa pun. 

Indirect cost: biaya tidak langsung atau biaya yang terjadi tidak hanya 
disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 

Intended consequences: konsekuensi yang direncanakan 

Interdepedensi: hubungan saling ketergantungan, antara individu atau 
alam mempunyai ketergantungan dengan alam atau individu lain 

Input: segala sesuatu yang dibutuhkan untuk selanjutnya diproses 

IAI : Ikatan Apoteker Indonesia 

INPRES : Instruksi Presiden

 

J 

 

K  

Kebijakan : adalah sebuah kegiatan mengambil keputusan untuk 
menyelesaikan persoalan oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk 
kebutuhan publik sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan sebagai 
konsekuensi  atas tindakan dan pernyataannya.  

Kebijakan publik : adalah tindakan-tindakan yang dilakukan/tidak oleh 
pemerintah (government) yang berfokus pada tujuan tertentu untuk 
kepentingan publik. Kebijakan publik berbentuk ketentuan-
ketentuan/perundang-undangan/peraturan yang sifatnya  mengikat dan 
memaksa. 

BI
Line

BI
Line

BI
Line

BI
Line
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Kebijakan Negara : adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-
citakan. Kebijakan Negara yang memerlukan penjelasan atau yang sering 
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. 

Kausalitas: hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian (sebab) dan 
dampaknya   

KIP : Keterbukaan Informasi Publik  

KKMI : Koalisi Kemerdekaan Memperoleh Informasi 

KMI : Kebebasan untuk Memperoleh Informasi 

Konektivitas : Suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara 
daerah satu dengan daerah lain.

 

 L 

LSF : Lingkar Studi Farmasi 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

 

M 

Moda Transportasi : Jenis atau bentuk transportasi

 

N  

NGO : Non Government Organization
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O 

Outcome: efek jangka panjang dari proses pendidikan misalnya penerimaan 
di pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan 
kerja, penghasilan serta prestise lebih lanjut.

 

P 

PAN : Pendayagunaan Aparatur Negara 

PIC/S : Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) 

PSF-CI : Pharmacien Sans Frontier Comite International 

Prasarana : Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama. 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) 

Parking On The Street : Parkir kendaraan pada badan jalan.

 

Q 

 

R 

Rating: evaluasi atau penilaian terhadap sesuatu, baik dari segi kualitas, 
kuantitas, atau kombinasi keduanya 

Resistensi: Ketahanan 

RDPU : Rapat Dengar Pendapat Umum 

RI : Republik Indonesia 

RSIA : Rumah Sakit Ibu dan Anak 

RUU : Rancangan Undang Undang 
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Regulator : Pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan 
mengeluarkan peraturan. 

RIPN : Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

 

S 

Summative Evaluation: evaluasi yang dilakukan setelah program berakhir. 

Sarana : Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 
maksud atau tujuan. 

SDP : Sungai, Danau dan Penyeberangan. 

 

T 

 

U 

Unintended consequences: konsekuensi yang tidak direncanakan 

UU : Undang Undang

 

V 

 

W 

WHO : World Health Organization

 

X 
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Y 

 

Z 
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